UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1953
TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG LARANGAN UNTUK
MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM PEREDARAN UANG PERAK
LAMA, YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN " INDISCHE MUNTWET 1912"
(UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 13 TAHUN 1952, LEMBARAN-NEGARA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

NOMOR 86 TAHUN 1952)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a bahwa Pemerintah berdasarkan Pasal 96 Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang
Darurat tentang larangan untuk mempergunakan dan memasukkan
dalam peredaran uang perak lama, yang dikeluarkan berdasarkan
Indische Muntwet 1912" (Undang-undang Darurat Nomor 13
tahun 1952);

b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat
tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Pasal 89 dan Pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-
UNDANG DARURAT TENTANG LARANGAN UNTUK
MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM
PEREDARAN UANG PERAK LAMA" (UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 13 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-
UNDANG.

Pasal |.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang larangan untuk
mempergunakan dan memasukkan dalam peredaran uang perak lama, yang dikeluarkan
berdasarkan "Indische Muntwet 1912" (Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1952)
ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut.
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Pasal 1

Tiap-tigp orang dilarang mempergunakan uang perak, yang berdasarkan Pasal 2 ayat 1
undang-undang mata-uang 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 95) telah dicabut
sifatnya sebagai alat pembayar yang sah, dalam bentuk asli, sebagai alat penukar atau
pembayar, memperdagangkan, menjual, membeli, memperoleh, membuat atau dengan cara
apapun juga memasukkan lagi dalam peredaran uang perak itu, kecuali dalam hal-hal tersebut
dalam Pasal 2 dan 3 di bawah ini.

Pasal 2

(1). Dalam waktu tiga bulan mulai tanggal undang-undang ini berlaku, diperkenankan.
a. memindahkan hak-milik untuk maksud pengumpulan mata-uang,
b. mengerjakannya menjadi perhiasan.

(2) Sesudah tiga bulan pemindahan hak-milik termaksud pada ayat 1 sub a hanya
diperkenankan dengan izin Menteri Keuangan.

(3) Barang-barang perhiasan yang dibuat dari uang perak lama itu tidak termasuk dalam
larangan Pasal 1.

Pasal 3

(1) Selama 3 bulan Pemerintah memberi kesempatan kepada umum untuk menyerahkan
kembali uang perak lama yang dimaksudkan dalam Pasal 1 kepada Negara, dengan cara
dan dengan penggantian suatu kerugian, yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2). Bersama-sama dengan pembukaan kesempatan tersebut pada ayat 1, Menteri Keuangan,
dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2, diberi kuasa untuk melarang umum
mempunyai dengan cara apapun juga uang perak lama tersebut dalam Pasal 1.

(3). Terhadap larangan tersebut dalam ayat 2 berlaku hukuman, yang ditetapkan dalam
undang-undang ini.

(4). Larangan dalam ayat 2 dan hukuman dalam ayat 3 tidak berlaku terhadap kepunyaan
Pemerintah, dan terhadap kepunyaan sebagai kumpulan mata-uang dengan izin Menteri
Keuangan atau sebagai perhiasan termaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

(1). Barangsiapa melanggar larangan tersebut dalam Pasal 1, dihukum dengan hukuman
kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh
ribu rupiah.

(2). Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan, yang berlawanan dengan larangan
tersebut dalam Pasal 1, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun,
atau hukuman denda setinggi-tingginya dua puluh limaribu rupiah.

(3). Apabila pada waktu melakukan perbuatan, yang diancam dengan hukuman tersebut
dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, belum lampau dua tahun sejak terhukum dihukum karena
perbuatan yang serupa, maka hukuman-hukuman tersebut dalam ayat 1 dan 2 itu dapat
ditambah sepertiga.
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